
BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
untuk menindaklanjutinya dengan membentuk Unit
Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Pendapatan
Daerah dalam Kabupaten Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan
Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan . . .
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);

6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 35).

7. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
Nomor 133);

8. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 134 Tahun 2018
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor
5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 Nomor 134).

9. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor …. Tahun 2019 tentang
Nomenklatur Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
Nomor …..);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan . . .



3

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.

6. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah yang selanjutnya
disingkat UPTB adalah Organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Badan.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (KUPTB) adalah Kepala
Unit Pelaksana Teknis Badan (KUPTB) pada Badan
Pendapatan Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten
Banyuasin.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat.

10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas organisasi induk.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan
Pendapatan Daerah adalah merupakan bagian dari perangkat
daerah.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (KUPTB) pada Badan
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau
penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

BAB . . .
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTB) pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 4

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala UPTB yang berada dan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 5

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (KUPTB) melaksanakan
tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang pemungutan, pengawasan dan
pengendalian pajak daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala UPTB menyelenggarakan fungsi:

a. pembuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit
Pelaksana Teknis (UPT) badan pendapatan daerah;

b. pembantu melakukan penelitian administrasi dan
lapangan objek dan subjek pajak daerah di wilayah kerja;

c. pembantu melaksanakan fungsi pendataan objek dan
subjek pajak daerah di wilayah kerja;

d. pembantu melaksanakan pemuktahiran pajak daerah
di wilayah kerja;

e. melakukan penagihan pajak daerah di wilayah kerja;

f. penyampaian SPTPD pajak daerah kepada wajib pajak
di wilayah kerja;

g. penyampaian . . .
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g. penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
dan lampiran SPOP di wilayah kerja;

h. pengelola, meneliti, mendistribusikan SPPT PBB-P2 dari
Badan Pendapatan Daerah di wilayah kerja;

i. penyampaian laporan hasil pendistribusian SPPT PBB-P2
ke Badan Pendapatan Daerah di wilayah kerja;

j. pembantu meneruskan pengajuan usul keberatan,
pembetulan, pengurangan pajak daerah ke Badan
Pendapatan Daerah di wilayah kerja;

k. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan
pajak daerah di wilayah kerja;

l. melakukan validasi piutang pajak daerah di wilayah
kerja;

m. pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
di wilayah kerja;

n. pembantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan
pajak daerah di wilayah kerja;

o. melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah, Kades
terkait pajak daerah di wilayah kerja;

p. penyelenggara pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana UPTB Badan Pendapatan Daerah;

q. melakukan adminstrasi dan penatausahaan pajak daerah
di wilayah kerja;

r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian
kegiatan pajak daerah di wilayah kerja;

s. penyampaian laporan atas pencapaian target pelaksanaan
kegiatan di lapangan per bulan kepada kepala badan;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala UPTB.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melaksanakan tugas:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
ketatalaksanaan;

b. menyimpan blanko pendaftaran, pendataan objek
dan/atau subjek pajak di wilayah kerja;

c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan UPT
Badan Pendapatan Daerah;

d. melaksanakan dan mengelola administrasi barang;

e. menyiapkan . . .
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e. menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;

f. menyampaikan laporan atas kinerja per bulan kepada
kepala badan;

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub
Bagian Tata Usaha;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 7

(1) Pada UPTB Pengelola Pendapatan Daerah dapat diangkat
jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sesuai bidang
keahliannya dan keterampilannya sesuai Peraturan
Peundang-undangan.

(2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional
bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Pengelola
Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Jabatan pelaksana berkedudukan di bawah Sub Bidang
berdasarkan pendidikan dan kompetensinya sesuai Peraturan
Peundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA

Pasal 9

a. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah merupakan
bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit
Pelaksana Teknis Badan (KUPTB) pada Badan Pendapatan
Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

b. apabila Kepala UPTB berhalangan dalam menjalankan tugas,
Kepala UPTB dapat menunjuk kepala bagian tata usaha
untuk mewakilinya;

c. bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;

d. hubungan tata kerja antara Kepala UPTB dengan bawahan
atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui
kepala bagian tata usaha;

e. kepala . . .
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e. kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam
lingkungan UPTB maupun dengan lembaga teknis lainnya;

f. kepala UPTB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

g. kepala UPTB berkewajiban melaksanakan tugas sesuai
dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan dengan menyampaikan laporan
secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan
tepat;

h. kepala UPTB berkewajiban memimpin, mengadakan
koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta
memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan
tugas dan pencapaian tujuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 September 2019

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 September 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 134



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 134 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUASIN.

UPTB

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

TERTENTU
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